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PENDAHULUAN

ABSTRACT

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi dan regulasi pemerintah
dalam implementasi layanan rehabilitasi fisik bagi penyandang disabilitas guna
menciptakan sistem layanan yang efektif, adaptif, dan adil. Studi ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Tinjauan Literatur
Sistematis (SLR) yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan
menginterpretasikan hasil studi terkait dari basis data Dimensions dan Scopus
selama 10 tahun terakhir (2015-2025). Hasil studi menunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi program rehabilitasi sangat bergantung pada sinergi
antar pemangku kepentingan, dukungan kepemimpinan, desain program yang
adaptif, dan regulasi pemerintah yang jelas dan responsif. Lebih lanjut,
tantangan implementasi juga muncul dari keterbatasan sumber daya,
kompleksitas regulasi, dan kebutuhan akan pelatihan staf yang berkelanjutan.
Sinergi multi-sektor dan penguatan ekosistem teknologi komunikasi merupakan
kunci untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi fisik inklusif. Studi ini
merekomendasikan pengembangan model kolaborasi multi-sektor yang efektif,
penguatan regulasi adaptif, dan strategi pemberdayaan pasien untuk mendukung
keberhasilan implementasi program rehabilitasi. Temuan ini memberikan
kontribusi penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang
kebijakan rehabilitasi yang adil dan berkelanjutan.

Abstract

This study aims to analyze the role of technology and government regulations in
the implementation of physical rehabilitation services for people with disabilities
to create an effective, adaptive, and equitable service system. This study uses a
qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach that
identifies, evaluates, and interprets the results of related studies from the
Dimensions and Scopus databases over the past 10 years (2015-2025). The
study results indicate that the successful implementation of rehabilitation
programs is highly dependent on synergy between stakeholders, leadership
support, adaptive program design, and clear and responsive government
regulations. Furthermore, implementation challenges also arise from limited
resources, regulatory complexity, and the need for ongoing staff training. Multi-
sector synergy and strengthening the communication technology ecosystem are
key to improving the quality of inclusive physical rehabilitation services. This
study recommends the development of an effective multi-sector collaboration
model, strengthening adaptive regulations, and patient empowerment strategies
to support the successful implementation of rehabilitation programs. These
findings provide important contributions to policymakers and practitioners in
designing equitable and sustainable rehabilitation policies.

Implementasi evidence-based practices (EBPs) merupakan pendekatan yang menekankan
penerapan praktik yang telah teruji secara ilmiah ke dalam layanan kesehatan untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan hasil kesehatan pasien. EBPs memerlukan keterpaduan antara kebijakan, prosedur, dan
pengambilan keputusan berbasis bukti yang kuat untuk memastikan efektivitas layanan (Bastani et al.,
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2023). Namun, dalam praktiknya, penerapan EBPs sering menghadapi hambatan yang kompleks,
termasuk keterbatasan sumber daya organisasi, dukungan kepemimpinan yang minim, serta resistensi
terhadap perubahan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penghambat ini
menjadi penting untuk memfasilitasi penerapan kebijakan dan program kesehatan yang lebih efektif.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, penyedia layanan, dan pasien menjadi variabel kunci dalam
meningkatkan keberhasilan implementasi layanan kesehatan, khususnya dalam konteks layanan
rehabilitasi fisik bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi multisektor dan tata kelola kolaboratif yang
melibatkan berbagai aktor (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat) diperlukan untuk
mengoptimalkan implementasi kebijakan kesehatan (Sheikh, 2020). Keberhasilan layanan rehabilitasi
fisik tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada bagaimana regulasi
pemerintah mendukung adaptasi teknologi, pelatihan tenaga kesehatan, serta pemberdayaan pasien agar
lebih aktif dalam proses rehabilitasi mereka.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi EBPs sering kali terhambat oleh
tantangan pada tingkat organisasi, seperti keterbatasan sumber daya finansial dan teknologi yang
berdampak pada efektivitas pelaksanaan layanan rehabilitasi (Jenkins et al., 2022). Kurangnya
dukungan kepemimpinan menyebabkan rendahnya prioritas implementasi, yang pada gilirannya
memengaruhi motivasi staf dan alokasi sumber daya (Sheikh, 2020). Hambatan ini juga diperparah oleh
tingginya tingkat pergantian staf dan kurangnya pelatihan yang memadai, sehingga pemahaman dan
keterampilan staf dalam menerapkan EBPs menjadi terbatas.

Di sisi lain, penelitian mengenai kolaborasi multisektor menunjukkan bahwa kemitraan antara
pemerintah dan sektor swasta, seperti yang terjadi pada layanan dialisis di Andhra Pradesh, India, dapat
meningkatkan efisiensi layanan bagi pasien yang kurang mampu (Kudtarkar, 2023). Keberhasilan
model kemitraan ini dipengaruhi oleh manajemen proyek yang efektif, pengelolaan risiko, serta
mekanisme pembayaran yang jelas (Ghasemi et al., 2022). Partisipasi pasien juga menjadi faktor
penting yang mendorong perilaku kooperatif antara penyedia layanan, sehingga dapat meningkatkan
kualitas layanan kesehatan. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan pasien dalam pengambilan
keputusan agar tercipta ekosistem layanan kesehatan yang inklusif dan responsif (R. Hidayat &
Ferbiyanti, 2023).

Selain itu, tantangan implementasi kebijakan juga muncul pada tingkat sistemik, seperti
kerumitan regulasi dan pertimbangan etika. Penelitian sebelumnya mencatat bahwa kerangka regulasi
yang ambigu dapat menimbulkan kebingungan dalam kepatuhan, sehingga memperlambat proses
implementasi (Aboumatar et al., 2022). Sementara itu, tantangan etis terkait penerapan pedoman klinis
juga menjadi perhatian, terutama ketika teknologi yang dibutuhkan tidak tersedia (Kim et al., 2022).
Oleh karena itu, pendekatan implementasi harus menggabungkan perencanaan strategis yang matang,
komunikasi yang efektif, serta kerangka regulasi yang adaptif untuk meningkatkan kualitas layanan
kesehatan dan rehabilitasi secara berkelanjutan (R. Hidayat, 2023).

Meskipun penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi EBPs
dan pentingnya kolaborasi multisektor, masih terdapat celah penelitian terkait peran spesifik teknologi
dan regulasi pemerintah dalam mendukung keberhasilan implementasi layanan rehabilitasi fisik bagi
penyandang disabilitas. Penelitian yang akan dilakukan ini berkontribusi dalam mengisi celah tersebut
dengan mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif dalam layanan
rehabilitasi fisik, serta bagaimana regulasi pemerintah dapat disusun untuk mendukung pemanfaatan
teknologi secara berkelanjutan dan inklusif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran
teknologi dan regulasi pemerintah dalam implementasi pelayanan rehabilitasi fisik bagi penyandang
disabilitas agar tercipta sistem layanan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review
(SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua
hasil penelitian yang relevan peran teknologi dan regulasi pemerintah dalam implementasi program
rehabilitasi fisik bagi penyandang disabilitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan
menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan
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pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari
database Dimensions (https://app.dimensions.ai) dan Scopus (https://www.scopus.com) dengan interval
publikasi 10 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan
relevan dengan peran teknologi dan regulasi pemerintah dalam implementasi pelayanan rehabilitasi
fisik bagi penyandang disabilitas.

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur
yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang
diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas
peran teknologi dan regulasi pemerintah dalam implementasi pelayanan rehabilitasi fisik bagi
penyandang disabilitas; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2015-2025); (4) artikel
yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur
penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Problem Eligibility Data
g —>
Formulation Criteria Selection
™
TECHNOLOGY SERVICES FOR Article published Dimensions &
PEOPLE WITH DISABILITIES
GOVERNMENT REGULATIONS, from 2015-2025 Scopus
CHALLENGES IN TECHNOLOGY
INTEGRATION
J
Interpretation Interpretatlon & Data
and Conclusion and Synthesis Analysis

Topics for future New finding n sub- VOSViewer
reseacrh sub themes

Gambar 1. Prosedur penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan
masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan
penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang
dibahas, yaitu peran teknologi dan regulasi pemerintah dalam implementasi pelayanan rehabilitasi fisik
bagi penyandang disabilitas. Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan
topik dengan kata kunci yang relevan seperti “(Aksesibilitas AND Teknologi AND Disabilitas) OR
(Accessibility AND Technology AND Disability)”. Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan
filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2015-2025). Selanjutnya, data
yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan
antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer
diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam peran teknologi dan regulasi
pemerintah dalam implementasi pelayanan rehabilitasi fisik bagi penyandang disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Seleksi Data

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 46,847,568 data, meliputi data open
access sebanyak 17,719,118 data dan sisanya adalah close access. Dari 17,719,118 data tersebut, terdapat
14,811,223 data merupakan artikel dan 10,326,035 data merupakan buku dan prosiding. Dengan
demikian, terdapat 188 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut
sesuai dengan Gambar 2.
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Gambar 2. Distribusi jumlah data selama satu dekade

Gambar 2 menunjukkan bahwa menunjukkan tren jumlah publikasi ilmiah dari tahun 2016 hingga
2025. Terjadi peningkatan publikasi yang konsisten dari sekitar 650.000 publikasi pada 2016 hingga
mencapai puncaknya sekitar 1.450.000 publikasi pada 2023. Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan
yang wajar, sementara 2025 menunjukkan penurunan drastis yang kemungkinan besar disebabkan oleh
keterlambatan pengindeksan data, bukan oleh penurunan aktivitas publikasi secara riil. Oleh karena itu,
tren publikasi yang valid hanya dapat diinterpretasikan hingga tahun 2024, sedangkan data tahun 2025
harus diperlakukan secara hati-hati.

Visualisasi Jaringan Data

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan
VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Visualisasi jaringan dari variabel penelitian

Gambar 3 adalah visualisasi jaringan dari semua variabel yang dipelajari selama 10 tahun terakhir
dan menggambarkan empat kelompok warna yang berbeda: hijau, merah, kuning, dan biru. Interpretasi
setiap variabel adalah sebagai berikut.

a. Klaster Hijau (teknologi bantu, akomodasi, implikasi, motivasi, masyarakat, inklusi disabilitas,
pendidikan tinggi, keberagaman)

Klaster ini berfokus pada teknologi pendukung (assistive technology) dan implikasi sosialnya dalam
mendukung inklusi penyandang disabilitas. Terdapat hubungan erat antara akomodasi, motivasi,
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keberagaman, dan peran pendidikan tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif. Isu-isu ini
terkait erat dengan kebijakan publik yang mendukung kesetaraan akses terhadap teknologi dan
pendidikan.

Klaster Biru (pasien, layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan, rumah sakit)

Klaster ini menggambarkan hubungan yang erat antara pasien, layanan kesehatan, dan penyedia
layanan kesehatan dalam konteks sistem kesehatan secara umum. Hubungan ini menyoroti dinamika
interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan (misalnya dokter, perawat, klinisi) dalam konteks rumah
sakit dan pelayanan kesehatan. Selain itu, adanya kata kunci seperti policymaker dan Canada
menunjukkan keterlibatan pengambil kebijakan dan konteks geografis (studi dilakukan di Kanada)
dalam pembahasan kesehatan publik.

b. Klaster Merah (implementasi, fasilitator, rehabilitasi, semi, efektivitas, kelayakan aktivitas fisik,
sistem kesehatan, disabilitas fisik)

Klaster ini memusatkan perhatian pada proses implementasi kebijakan atau program, dengan fokus
khusus pada rehabilitasi dan aktivitas fisik bagi penyandang disabilitas fisik. Istilah seperti facilitator
menandakan peran penting aktor atau agen perubahan yang mendukung proses implementasi.
Dimensi effectiveness dan feasibility menunjukkan evaluasi keberhasilan dan kelayakan
kebijakan/program.

c. Klaster Kuning (teknologi komunikasi, regulasi, pemerintahan, disabilitas visual)

Klaster ini menyoroti peran teknologi komunikasi dan regulasi pemerintah dalam mendukung
penyandang disabilitas (terutama disabilitas visual). Isu regulasi dan kebijakan publik menjadi
penting untuk memastikan akses yang setara terhadap teknologi komunikasi bagi kelompok rentan.

d. Klaster Ungu (solusi, integrasi, interaksi)

Klaster ini menggambarkan proses interaksi antara berbagai aktor atau elemen yang diperlukan
untuk menciptakan solusi yang terintegrasi. Kata kunci so/ution menekankan pencarian inovasi atau
intervensi yang komprehensif, sedangkan integration dan interaction menyoroti pentingnya
kolaborasi lintas sektor.

Berdasarkan pembagian klaster, peneliti dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap
beberapa topik sebagai berikut.

a. Implementasi Kebijakan Kesehatan dan Peran Multisektor

Hubungan antara pasien, penyedia layanan kesehatan, dan pembuat kebijakan dalam sistem
kesehatan bersifat kompleks, ditandai dengan kolaborasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan
bersama. Interaksi triadik ini sangat penting dalam menjamin efektivitas pelayanan kesehatan dan
penyusunan kebijakan kesehatan yang responsif. Pasien, penyedia layanan, dan pembuat kebijakan
masing-masing memainkan peran kritis dalam menentukan hasil kesehatan. Keterlibatan pengguna
pengetahuan (Knowledge Users) termasuk pasien, penyedia layanan, dan pembuat kebijakan dalam
rapid reviews (RRs) dapat meningkatkan relevansi temuan dengan skenario dunia nyata, meskipun
keterlibatan mereka sering kali terbatas (Kudtarkar, 2023). Hubungan pasien-penyedia layanan
kesehatan juga berfokus pada komunikasi yang efektif dan kepercayaan, namun sering kali
dipengaruhi oleh dinamika hierarkis yang dapat menghambat keterlibatan aktif pasien (Alalawi et
al., 2020).

Di sisi lain, pembuat kebijakan memengaruhi ekosistem kesehatan melalui regulasi, pendanaan,
dan inisiatif kesehatan masyarakat yang berdampak pada pasien dan penyedia layanan kesehatan
(Hidayat et al., 2024). Pendekatan kebijakan yang komprehensif mempertimbangkan keterkaitan
antara komunitas, penyedia layanan, dan faktor kebijakan, terutama dalam konteks kesehatan
spesifik seperti kesehatan gigi anak (Bastani et al., 2023). Dalam implementasi kebijakan
rehabilitasi, peran fasilitator menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara desain
kebijakan dan praktik di lapangan. Fasilitator membantu mengatasi hambatan implementasi,
termasuk dalam konteks rehabilitasi berbasis rumah, rehabilitasi vokasional, serta rehabilitasi
kesehatan mental di tingkat primer (Bolton & Mintrom, 2023). Dalam konteks rehabilitasi jantung
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di Arab Saudi, fasilitator berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendorong kolaborasi
multidisipliner, serta pengembangan pedoman yang kontekstual (Ishak, 2023).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
kesehatan yang efektif sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan dan adaptasi
kontekstual yang berkelanjutan. Peran multisektor menjadi krusial, tidak hanya dalam perumusan
kebijakan tetapi juga dalam penerapannya agar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dinamika
layanan kesehatan yang kompleks. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan pasien, penyedia
layanan, pembuat kebijakan, dan fasilitator diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi
kebijakan rehabilitasi yang responsif, adil, dan inklusif di berbagai konteks.

b. Teknologi dan Integrasi Sosial

Teknologi bantu (Assistive Technology, AT) memainkan peran penting dalam mendukung
aksesibilitas dan inklusi, terutama bagi mahasiswa penyandang disabilitas. AT berfungsi sebagai
jembatan untuk mengatasi hambatan pendidikan, memungkinkan siswa dengan disabilitas untuk
berpartisipasi lebih aktif dalam lingkungan belajar. Integrasi AT dalam konteks pendidikan telah
terbukti meningkatkan pengalaman belajar, mempromosikan kemandirian, dan mendorong inklusi,
dengan menyediakan berbagai alat dan strategi yang mampu menjawab tantangan belajar yang
beragam (Yenduri et al., 2023). Namun, implementasi AT memerlukan kebijakan inklusif,
kemitraan, dan ekosistem yang berkelanjutan untuk memastikan akses yang adil, karena berbagai
tantangan finansial, logistik, dan sikap masih menjadi hambatan yang harus diatasi (Wang et al.,
2023).

Sementara itu, regulasi teknologi komunikasi menghadirkan tantangan dan peluang yang
signifikan dalam berbagai konteks, termasuk keamanan siber, inovasi industri, pendidikan, dan tata
kelola global. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memicu risiko
penyalahgunaan, sehingga diperlukan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi pengguna.
Tantangan dalam penegakan hukum dan respons masyarakat masih menjadi isu, sebagaimana
dihadapi di Indonesia (Ishak, 2023). Transformasi industri menuju era Industri 5.0 di Amerika Latin
menunjukkan pentingnya kolaborasi manusia-mesin yang menuntut adaptasi kebijakan yang
memperhatikan dimensi etika dan operasional (Kamimura et al., 2020). Dalam konteks pendidikan
Islam, TIK berpotensi meningkatkan akses pengetahuan dan metode pembelajaran, namun
keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan konten berkualitas masih perlu ditangani (Ritchie et al.,
2023). Pada skala global, perkembangan ekonomi digital memerlukan kerangka kerja yang mampu
menyeimbangkan kepentingan negara maju dan berkembang (Bastani et al., 2023). Selain itu,
transisi dari komunikasi kabel ke nirkabel di infrastruktur penting menghadirkan tantangan
keamanan yang perlu diantisipasi dengan standar keamanan yang tinggi (Bodenhausen et al., 2024).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi tidak hanya
memiliki potensi sebagai alat untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi penyandang
disabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat integrasi sosial secara lebih luas. Namun
demikian, implementasi teknologi dalam pendidikan dan sektor lainnya harus diiringi dengan
regulasi yang adaptif, kebijakan inklusif, serta dukungan ekosistem yang memungkinkan kolaborasi
multisektor. Integrasi sosial melalui teknologi menuntut sinergi antara inovasi, regulasi, dan
pembangunan kapasitas agar tercipta ekosistem yang aman, efektif, dan berkeadilan bagi semua
pihak.

c. Efektivitas Implementasi Program dan Evaluasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi program rehabilitasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
dukungan kepemimpinan, desain program, dan keterlibatan peserta. Dukungan dari pihak rumah
sakit dan dokter residen menjadi faktor penting dalam kesuksesan program rehabilitasi jantung,
sedangkan komunikasi dan sosialisasi yang efektif terhadap tujuan program meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam konteks rehabilitasi perumahan. Desain program yang komprehensif
dan personalisasi rehabilitasi terbukti memberikan hasil yang lebih baik, terutama bagi pasien
cerebral palsy dan kanker payudara, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup melalui
keterlibatan jangka panjang (Kudtarkar, 2023). Strategi rehabilitasi yang disesuaikan dengan
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karakteristik pasien individu meningkatkan efektivitas program hingga 17% dibandingkan dengan
pendekatan standar (Yenduri et al., 2023).

Namun demikian, berbagai tantangan masih perlu diatasi untuk memastikan efektivitas
program rehabilitasi. Tantangan-tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya,
keterlibatan orang tua, serta faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang dapat menghambat
keberhasilan implementasi (Tistad et al., 2023). Keberhasilan implementasi yang berkelanjutan
memerlukan perencanaan strategis dan dukungan yang konsisten agar program dapat berjalan secara
optimal di berbagai konteks. Dalam konteks yang lebih luas, regulasi teknologi komunikasi juga
menunjukkan tantangan dan peluang yang signifikan, mulai dari perlindungan keamanan siber
hingga transformasi industri, pendidikan, dan tata kelola global. Kerangka hukum yang kuat dan
penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk melindungi pengguna, serta kolaborasi lintas sektor
untuk mengatasi tantangan etika dan operasional (Holmes et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas
implementasi program rehabilitasi sangat bergantung pada keterpaduan antara faktor internal
(kepemimpinan, desain program, dan keterlibatan peserta) dan eksternal (dukungan kebijakan,
regulasi teknologi, dan stabilitas lingkungan). Evaluasi kebijakan harus mempertimbangkan faktor-
faktor multisektoral ini agar implementasi program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Sinergi antara inovasi program rehabilitasi dan penguatan regulasi teknologi komunikasi akan
menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi dan menciptakan ekosistem yang
mendukung efektivitas kebijakan secara holistik.

KESIMPULAN

Provide berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi
kebijakan kesehatan, termasuk program rehabilitasi dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, sangat
bergantung pada sinergi antara pemangku kepentingan serta dukungan kebijakan yang adaptif dan
responsif. Sinergi multisektor menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem layanan yang inklusif,
berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks implementasi program rehabilitasi, dukungan
kepemimpinan, desain program yang sesuai dengan kebutuhan peserta, dan adaptasi terhadap tantangan
eksternal seperti regulasi teknologi komunikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan
secara keseluruhan.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi model kolaborasi multisektor yang efektif
dalam mendukung kebijakan rehabilitasi dan pemanfaatan teknologi komunikasi secara inklusif,
khususnya dalam konteks keterbatasan sumber daya dan dinamika kebijakan lokal. Selain itu, riset
tentang penguatan kapasitas ekosistem teknologi untuk mendukung aksesibilitas pendidikan bagi
penyandang disabilitas juga menjadi agenda penting untuk memastikan keberhasilan integrasi sosial
yang berkeadilan.
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